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Abstract

This p^er describes the dimensions ofHuman Tdghts (HAM) enforcement in the Constitutional
Court decision ofnumber 46/PUU-]/m)2010. Two important things which are considered because
law discourse development, especially the law of marriage in Indonesia resembling Constitutional
Court's decision of number 46/PUU-Vni/2010 that affirmed protection of human rights of all
citizens beuk^unds without primordial. The result of the analysis is expected to create a
comprehensive understanding ofthe human rights dimension ofthe ofConstitutional Court's decision of
number 46IPHU-VTH12010 and create an olfective and comprehensive understanding that the
decision was not contrary to theprovisions ofIslamic law.
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A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi sebagai institLisi kekuasaan kehakiman di Indonesia
pada tanggal 27 Februari 2012 membuat keputusan No.46/PUU-VIII/2012
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tefkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut lahir karena adanya pemiohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj.
Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bemama Muhammad Iqbal Ramadhan bin
Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai
seorang suami yang telah beristxi menikah kembali dengan istrinya yang kedua
bemama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan
dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memlliki Buku Kutipan Akta
Nikah, dan dari pemikahan tersebut lahir seorang anak laH-laki yang bemama
Muhammad IqbalRamdhan BinMoerdiono.^

Latar belakang putusan ini adalah anak yang dilahirkfjn mengalami
diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan sebagai
"anak" dari ayah dan keluarga ayahnya karena pemikahan ibunya tidak
dicatatkan. Hal ini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1/1974 yang
menyatakan bahwa "Anakyang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Pasal ini dikuatkan
dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya". Ketentuan ini menimbulkan kesan, sekan-akan

kedudukan wanita yang melahirkan anak tersebut tidak seimbang dengan
kedudukan ptia yang menghamilinya. Jika ditdnjau dari segi si anak, malah
menimbulkan kesan tidak adil dan tidak manusiawi. Hukum kila memang tidak
mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Ini mempakan dilema
yang sulit dipecahkan. Sebab, jika anak yang tidak sah (yang dilahirkan di luar
perkawinan) diberi juga status hukum terhadap bapak alaminya, maka seluruh
lembaga perkawinan yang begitu luhurakan berantakan sama sekali.^

^ Syamsul Anwar dan Isak Munawar, "Nasab Anak di Luar Perkawinan Paska Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Vin/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 menurut Teori
Fikih dan Perundang-Undangan.dikutip dari bttp://www.hadilag.mahkamabagnng gn id
dixmduhtanggal 12 mei 2012 hal. 1.

2 Bustanul Arifin, Vekmbagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Syarah, Hambatan, dan
Prospeknj/a, Gema Insani Press, 1996), hal. 124.
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Akibat pembetkkuan pasal 43 ayat (1) di atas, maka seorang istti dan anak
yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak yang kbir
dad sebuah hubungan di luar perkawinan maka hak-hak dasarnya sebagai
manusia akan terbengkalai dan terabaikan. Seorang Istriyang digauli tidak dalam
sebuah pernikahan dan melahirkan seorang anak maka ak^n menedma
konsekuensi, antara lain: pertama, negara tidak membedkan perlindungan serta
merugikan bagi perempuan dan anaL Kedua, bagi perempuan, dian^ap bukan
istri yang sah karena tidak memiliki bukti otentik. Ketiga, istri tidak berhak atas
nafkah, harta gono-gini dan warisan. Keempatj anak tidak berhak atas nafkah dan
warisan. KeHma, hal yang paling merugikan bagi adalah tidak diakuinya
hubungan dengan bapak biologis. Namun dengan dikelnarkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VILL/2010, nampaknya konsekuensi di
atas tidak lagi berlaku. Putusan ini memiliki dampak yang cukup besar dalam
penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia. Putusan
tersebut mempengaruhi beberapa aturan materil yang selama ini dijadikan
sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di pengadilan.^

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-Vni/2010 tersebut berusaha
menegakkan menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional dan Hak Asasi
Manusia (HAM) setiap warga negara yang telah dilindungi oleh Undang-
Undang Republik Indonesia. Putusan tersebut menguatkan jaminan hak setiap
setiap warga negara untuk melaksanakan perkawinan serta mendapatkan
perlindungan dan hak-haknya sebagai seorang istri. Lebih jauh, putusan tersebut
juga memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak setiap anak yang lahir, baik
dari sebuah perkawinan yang sah riiaupun tidak. Hak untuk mendapatkan
kehidupan yang layak, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum.

Tulisan ini mengeksplorasi dan memaparkan dimensi penegakan Hak Asasi
Manusi (HAMQ dalam pumsan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-Vin/2010
tersebut. Lebih lanjut, tulisan ini juga membahas tentang p'ergulatan putusan

3Rio Satria, 'Kntik Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil
Unda^-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dikutip dari
http://ww.badilag.mahkamahagung.go.id diunduh tanggal 12 mei 2012, hal. 1.
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tersebut dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam. Dua hal ini
penting untuk dibahas karena membuka wacana perkembangan hukum,
terutama hukum perkawinan di Indonesia yang secara bersamaan, putusan MK
tersebut juga menegaskan perlindungan HAM terhadap semua warga negara
tanpa melihat latar belakang primordialnya.. Lebih lanjut, penuHsan ini
bertujuan: petfama, agar tercipta pemahaman yang komprehensif di di kalangan
masyarakat, khususnya akademisi mengenai dimensi-dimensi penegakan HAM
dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-Vin/2010. Kedua,

terciptanya pemahaman yang obyektif dan. komprehensif bahwa putusan
tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam,
khususnya terkait hubungan keperdataan yang diberikan putusan tersebut
terhadap anakyanglahirbukandariperkawinan yang sah atauakibat perzinaan.

B. Seldlas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

tentang Pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan

Sebagai jawaban atas pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang
Perkawinan tahun 1974 pasal 2 ayat (2)"^ dan pasal 43 ayat (1)^ Mahkamah
Konstitusi Mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-'Vni/2010. Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut adalah suatu putusan final yang berkaitan
dengan uji materiil undang-undan^ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Oleh karena itu Putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga

substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik, sesuai ketentuan Pasal

56 ayat (3)^ jo Pasal 57 ayat (1)' UUMK Putusan Mahakamah Konstitusi

* '*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang beclaku."

5 "Anak yang dilaViirlfan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibxmjra dan keluargaibunya".

®Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah
Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

P Putusan Mahkamah Konstitusiyangamar putusannya menyatakan bahwamateri muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
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tersebut memUiki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia
sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk mnum pada tanggal 27 Februan
Tahun 2012'sesuai Pasal 47 UUMK dan dengan terbitnya putusan MK ini,
maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 KHI tidak-memiliki kekuatan

hukum mengikat®
Pokok permasalahan yang iajukan pemohon dalam uji materi UU No. 1

tahun 1974 tentangPerkawinan adalah pasal2 ayat (2) dan pasal43 ayatdi atas.
Berdasarkan pokok permohonan ini, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat
bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut
peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning
pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum
angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsipprinsip perkawinan
menyatakan:

... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilatnana menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;dan di samping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pencalatan tiap-tiap perkawinan adalah sama haJnya dengan
pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte
yang jugadimuat dalam p^catatan.^

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa @pencatatan
perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan;^®

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayai^ pasal, dan/atau bagian undang-
undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8A. Mukti Arto, "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-
IIIV/2010 Tan^al 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP", dikutip dari
htqj://www.badilag.mahkamahagung.go.id diunduh ten^al 12 mei 2012, haL 21.

" Penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai prinsip
prinsip perkawinan. (Anonim, Undan^Undang R^ublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkamnan dan KompilasiHukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 29-30).

Pada dasamya, UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah aturan pertama tpntang pencatatan
perkawinan di Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU No. 22 Tahun 1946 yang mengatur
pencatatan nikah, talak dan rujuk, yang semula hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura.
Namun dengan lahimya UU No. 32 Tahun 1954 yang disahkan pada 26 Oktober 1954,
UU No. 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. (Lihat Khoiruddin Nasution,
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dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.^^ Adapun faktbr yang menentukan
sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dan

masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan

perkamnan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan

kewajiban administratif/^ Aturan pencatatan perkawinan diantaranya
dimaksudkan untok menjamin hak-hak wanita dan tidak menjadi obyek

diskriminasi laki-laki dengan jalan kawin cerai tanpa tan^ung jawab."
Makna pentingnj^ kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan

tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dad
perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara
memberikan jaminan petlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak

asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan
hams dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang

diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara
dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam
kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya
akibat hukum yang sangat luas, di kemudianhari dapat dibuktikandengan bukti
yang sempufnadengan suatu akta otentik, sehingga petlindungan dan.pelayanan
oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang
bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.^"*

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa secara alamiah, tddaklah
mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum

Status Wanita diAsia Tenggara: Studi terhadt^ Perundang-Undangan Perkannnan Muslim Kontemponr di
Malaysia danIndonesia, (Jakarta: INIS, 2002), hal. 147.

Pencatatanperkawinan diaturlebih rind dalamPP No. 9 Tahun 1975pasal2-11. (Lihat
lebih lanjutYusdani, Menuju Fiqih Keluarga Proffesif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), haL 96-102.

Putusan Mahkamah Konstituasi No. 46/PUU-VIII/2010, hal. 33.

Khoiruddin Nasution, "Pengaruh Gerakan Wanita teriiadap Wacana Hukum Islam:
StudiHukum Perkawinan di Indonesia" dalam jumalALrMAWABJD, (Yogyakarta: FIAI UII,
Edisi XIV tahun 2005), haL 263.

Putusan Mahkamah Konstituasi...., haL 33-34
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dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual {coitu^ maupun melalui cara
lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya
pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adjl manakala hukum
menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamllan karena hubungan
seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan
tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum
membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan
terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dan tanggnng jawabnya
sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak
anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala
berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat
dibuktakan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.'̂
Berdasarkan hal ini dan berbagai pertimbangan, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anakjang dilahirkan di
luarperkawinan hanya mempunjai hubunganperdata dengan ibunya dan kekarga ibunya",
bertentangan dengaii Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 separijang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat bukti lain menurut hukum temyata mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya. Pasal tersebut menurut MK juga tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-
laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan .teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum temyata mempunyai hubungan darah
sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, ''Anak yang dilahirkan di
luarperkawinan menpunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serfa
dengan laki-laki sebagai eyahnyayang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi danJatau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan -darah,
termasuk hubunganperdata dengan keluarga eyahnya"-^^

Putusan Mahkamah Konstituasi.., haJ. 35.

>•5 mi, haJ. 37.
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Putusan Mahkamah Konstitusi di atas selain membawa dampakperubahan
bagi undang-undang perkawinan di Indonesia juga mengandung dimensi
penegakan Hak Asasi Manusia. Putusan tersebutmeiijamin dan melindungi hak
setiap wanita yang dihamili oleh soerang laki-laki, baik hamil dalam sebuah
perkawinan maupun tidak. Selain itu, putusan tersebut juga menjamin dan
melindungi hak-hak anak yariglahir dari kehamilan tersebut.

C. Penagakkan HAM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-Vin/2010

Pengubahan pasa 43 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974 di atas
setidaknya bertujuan untuk:

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah
biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah
biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi
hubungan hukum sehin^a memiliki akibat hukum.

2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap
ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.

3. Memberi perlakum yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan
meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.

4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah
biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana
hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya.

5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum {legal cusia^)

memelihara setiap anak yang dilahirkandari darahnya.

6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah,

hak dan tanggung jawab satu sama lain.

7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.

8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan,
pendidikan dan biaya penghidupan, perindungan dan Iain sebagainya
dari ayahnya sebagaimana mestinya.

9. Membeii ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki hams bertanggung
jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannyaitu,
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dalam hal ini menyebabkan lahimya anaL Mereka tidak dapat
melepaskan dki dan tanggung jawab tersebut"

Putusan MK tersebut memiliki tujuan untuk melindiingi menjamin kaW
setiap warga negara agar tidak dirugjkan oleh pihak teriebih oleh negara.
Ada beberapa dimensi penegakan HAM dalam putusan MK No. 46/PUU-
ViLl/2010 di atas, yaitu:

1. Jaminan dan perlindungan atas sebuah petkawinan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-Vni/2010 meberikaa

jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal hak untuk
melanjutkan keturunan melalui sebuah petkawinan yang sah. Putusan MK ini
merupakan penegasan terhadap pasal28 B ayat (1) Undang-Undang dasar 1945
yang berbimyi:"Setiap orang berhak memb.entuk keluarga dan melanjutkan
keturunan meleiui petkawinan yang sah."^®

Hal di atas juga menguatkan Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM
yang berbunyi:

'TLaki-Iaki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan,
kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk
keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam seal perkawinan, di dalam
masa perkawinan dan di saat perceraian."^^

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 10
ayat (1) menyebutkan "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."^ Putusan MK telah
menguatkan jaminan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia sebagaimana
tertuang dalam aturan-aturan di atas.

" A. Mukti Arto, Diskusi Hukum HiUisan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-
in.V/2010 Tan^a/27Pebruari2012 TentangPerubaban Pasal43 UUP..., haL 5-6.1

18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (1) pasca
amandemen kedua.

15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 pasal 16 ayat (1).
20 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 10 ayat (1).
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Sekinitu, dalam 'Universal Islamic Declaration ofHuman Vaghts" ^2.S2X 19poin
(a) secara tegas disebutkan mengenai jaminan dan perlindungan setiap individu
untuk melaksanakan pemikahansesuai dengan agama dan tradisi yang berlaku:

"E.ve^person is entitled to marry, tofound afamily andto bring up children inconformity ivitb
his reli^on, tractions and culture. Evey spouse is entitledJo such rights and privileges and
carries such obligations asarestipulated ly the Law.

Dalam pasal20 poin (b) juga disebutkan bahwa seorang istd mendapatkan
jaminan dan perlindungan haknya untukmendapatkan nafkah dan penghidupan
yanglay^k, kasih sayang dan perlindunganpsikis dan psikologis.

Every married woman is entitled to: receive the means necessayfor maintaining a standard of
living which is not inferior to thatofher spouse, and, .in the event ofdivorce, receive during the
statutoy period of waiting ^ddah) means of maintenance commensurate nnth her husband's
resources, for herself as well asfor the children she nurses or keeps, irrespective of her own

financial status, earnings, orproperty thatshe mcy hold inherown rights.'̂

Dalam "The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 August 1990"pasal
5 poin (a) juga disebutkan bahwa keluarga mempakan fondasi bagis ebuah
masyarakat dan perkawinan merupakan landasan bagi sebuah banguna keluarga.
Setiap laki-laki dan perempuan berhak untuk melaksanakan sebuah perkawinan
tanpa melihat latar belakang primordialnya. 'Thefamily is the foundation ofsociety,
and marriage is the basis ofmaking afamily. Men and women have the right to marriage,
and no restrictions stemming from race, colour or nationality shallprevent them from
exercising this right.'̂

Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 memberikao jaminan dan-perlindungan
terhadap perkawinan yang sah. Berpijak pada pasal tersebut, Putusan MK
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perkawinan setiap perkawinan

yang sah, balk yang dicatatkan kepada Petugas Pencatat Nikah ^PN) maupun

yang tidak atau pemikahan sid. '̂* Sebab, pemikahan yang tidak dicatatkan juga

SaleemAzam, Universal Islamic Declaration ofHuman^ghts, Paris 21 Dhul Qaidah 1401 19
September 1981,Pasal 19 poin (a).

^ Ibid.,Pasal 19 poin (b).

^ TheCairo Declaration onHumanTd^ts in Islam, 5 August1990, pasal 5 poin (a)

^ Pemikahan siri adalah pemikahan yang tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatatan
Nikah serta tidak dicatatkandalam lembar negata.
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merupakan perkawinan yang sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran
agama masing-masing pihak yangmelaksanakan perkawinan tersebut.

Mengenai pencatatan perkawinan, Mahkamah Konstitusi melalui putusan
tersebut berpendapat bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan
perkawinan menurut peraturan perundang-undahgan adalah mengenai
hukum (/ega/meaning pencatatan perkawinan. Pencatatan bukanlan syarat sahnya
suatu perkawinan. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh. negara melalui
peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.^

Jadi, semua orang berhak untuk melaksanakan perkawinan. Setiap
perkawinan tersebut mendapatkan hak dan jaminan perlindungan dart negara,
baik yang dicatatkan maupun yang tidak. Negara wajib melindungi dan
memberikan perlindungm hukum terhadap perkawinan dan akibat hukum yang
timbul dari perkawinan tersebut.

2. Jaminandan perlindungan ataskelangsungan hidup seorang anak
Selain melindungi dan menjamin hak setiap warga negara untuk

melangsungkan keturunannya melalui sebuah perkawinan, putusan MK No.
46/PUU-Vin/2010 juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap
kelangsungan hidup setiap anak yang lahir. Hal ini sebagai penguatan atas
perlindungan hak anak sebagaimana tertuang dalam pasal 28 Bayat (2) Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". '̂̂ Pasal 25 ayat (2) Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia menyatakan: "Ibu dan anak-anak berhak
mendapat" perawataii dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang
dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, hams mendapat perlindungan
sosial yang sama. Hal im menunjukkan bahwa setiap anak yang labir ke mnkti
bumi, baik dari sebuah perkawinan maupun tidak berhak atas kehidupan yang

^ Putusan Afehkamah Konstituasihal. 33.

Undang-Und^ Dasar Republik Indonet
idemen kedua.

27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 25 Ayat (2).

2« Undang-Und^ Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 BAyat (2) pasca
amandemen kedua.
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layak dan mendapalkan perlindungan dan terbebas dari seg^ macam
diskriminasi.

Universal Islamic Declaration ofHuman "Rights pasal 19 poin (c) menyebutkan
bahwa seorang anak berkewajiban menjaga dan membimbing, merawat serta
melindungi anak dan isttinya;'Ef^^ husband is obligated to maintain his wife and
children according to hismeans. Selanjutnya, poin (d) menyebutkan mengenaihak-
hak seorang anak untuk mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, bimbingan
dan penghidupan yang layak, serta terbebas dari pekerjaan yang memberatkan
bagi dirinya.

Eve^ child has the right to be maintained andproperly brought up ly itsparents, it being
forbidden that children are made to work at an early age or thatany burden isput on them
which would arrest or barm their natural developmentl^"^^ Hal senada juga disebutkan
dalam '*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 August 1990" pasal 7 poin
(a) yang menyebutkan: "As of the moment of birth, evey child has rights due from the
parents, the society andthe state to be accordedproper nursing education andmaterial, lygenic
andmoral care. Roth thefetus andthe mother must be safeguarded andaccorded special care.^

Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan:

Bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus kite jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan
hakhak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan

• bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945
dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi
kehidupan berbangsa dan bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi
penerus cita-cita bangsa, sehin^a setiap an^ berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pasal 2 undang-undang tentang perlindungan anak juga menyebutkan

bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-

28 SaleemAzam, UniversallslamicDeclaration ofHumanRights..., Pasal 19 Poin (c).

25 Pasall9 Poin (d).

20 The Cairo Declaration on Human Rights in Islam..., Pasal7 Poin (a)
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prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputd: a. non diskriminasi; b.
kepentingan yang terbaik bagi ^ak; c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan; dand. penghargaan terhadap pendapat anak." Lebih lanjut dalam
pasal 3 disebutkan: 'Terlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
pedindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anaV Indonesia
yangberkuaiitas, berakhlak mulia, dan se)ahtera."3i

Hak-haka seorang anak secara rinci diatur dalam Undang-Undang RI
Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 sampai pasal 18. Secara singkat dapat
disimpulkan bahwa setiap anak yang lahir Setiap anak berhak atas atas kasih
sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara
bagj pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya, serta
terbebas dari segala macam bentuk diskriminasi.

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan jaminan dan perlindungan
terhadap hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
dan terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. dalam kehidupan sosial.
Perlindungan tersebut terhadap semua anak yang lahir ke muka bumi ini, tanpa
memandang ia lahir dari sebuah perkawinan maupun tidak. Dalam hal ini
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa secara
alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya
pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual {coitui)
maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang
menyebabkan terjadinya pembuahan, Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil
manakala hukum menetapkan bahwa anak yang' lahir dari suatu kehamilan
karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan
perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika
hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang
menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung
jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan ituhukum meniadakan"
hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala

Undang-UndangRI Nomor 23 Tahun 2002Pasal 2-3.
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berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memimgkinkan dapat

dibuktikan bahwa seorang anak itumerupakan anak dari laki-iaki tertentu.^^
Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang

didahulni dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang
laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban

secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya melipud anak, ibu, dan bapak.^^
Putxisan MK tersebut akan membawa implikasi di masyarakat, antara lain,

adalah;

a. Anak mendapat perlindungan secara hukum dari ayahnj^, meskipun

perkawinan ayah dengan ibunya dipersoalkan/tidak jelas.
b. Setiap ayah dapat dituntut tanggung jawab atas anaknya meskipun

anaknya lahir di luar perkawinan.

c. Sekiranya kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa orang
tuanya, maka yang berdosa (bersalah) adalah orang manya dan sanksi
hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah.^

Berdasarkanputusan tersebut, maka seorang anakyanglahir dari hubungan
di luar perkawinan mendapat jaminan hak atas kelangsungan hidup berupa
biaya hidup dari laki-laki yang telah menghamili ibunya. Hal ini merupakan
implikasi dad hubungan keperdataan yang timbul dari adanya hubungan darah
seorang anak dengan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan jaminan
kelangsungan hidup ini, Putusan MK tersebut membebankan kewajiban kepada
setiap laki-laki yang menjadi ayah biologjs dari seorang anak untk memenuhi
hak anak yang berupa biaya hidup. Biaya hidup ini bagi anak yang lahir dari
sebuah perkawinan yang sah adalah nafkah.

Berkaitan dengan nafkah atau biaya penghidupan anak, berdasarkan
putusan MKNomor46/PUU-Vin/2010 tidak diwujudkan dalam nafkah anak
sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain
berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah

32 Putusan Mahkamah KonstituasihaL 34-35.

33/^^haI.35.

^ A. Mukd Arto, "Diskusi Hukum PutusanMahkamah Konstitusi RI Nomot 46/PUU-
TTTV/?.Oin Tan^al 27Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43UUP"..., haL 23.
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uang atau harta.guna kepeduan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai
dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak Han wads itu berkaitan dengan
nasab, padahd anak luar ^win tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya.'̂

Pemberian nafkah terhadap seorang anak merupakan konsekuensi dari
adanya ikatan nasab seorang anak dengan ayahnya. Hubungan keperdataan
menumt putusan MK Nomor 46/PUU-Vin/2010, tidak bedaku untuk ikatan
nasab bagi warga negara yang beragama Islam. Olehkarena itu, maka anak yang
lahir bukan dad sebuah perkawinan yang sahtidak berhak ^^k^^n n^fkaVi dad ayah
biologisnya. Namun demikian, sang ibu dan anak berhak menuntut kepada ayah
biologisnya tersebut untuk memberikan biaya hidup kepada sang anak sampai ia
dewasa.

Undang-undang perkawinan mengatur mengenai kewajiban orang tua
terhadap anak, hal ini diatur dalam pasal45 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bedaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdid sendiri. Kewajiban mana
bedaku terns meskipun perkawinan antara kedua orang tuaputus.

3. Jaminan dan pedindungan atas perlindungan dan kepastian hukum
Putusan MK No. 46/PUU-V111/2010 memberikan jaminan dan

pedindungan hukum kepada setiap anak yang lahir, baik laHiV dad sebuah
perkawinan yang sah maupun tidak. Hd inimempakan implementasi dari pasal
28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang
berbunyi: "Setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, pedindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang- sama di hadapan hukum".^^
Atuaran tersebut menguatkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun
1948 pasal 6 yang berbunyi: 'Setiap orang berhak atas pengakuan di depan

35 Penjelasan Hakim MK, Akil Mochtar dalam diskusi dengan tema "Implementasi
Ketentuan Anak Luar Kawin dalam UU Perlmwinan Pasca Putusan MK" yang diselen^arakan
olehHukumonline diJakartapadatanggal 29Rfaret 2012.

35 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D A^t (1) pasca
amandemen kedua.
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hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada/'̂ ^ Jaminan perlindungan
hukum juga disebutkan dalam pasal 7, "Semua orang sama di depan hukum dan
berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak
atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang
bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah
pada diskriminasi semacam ini."^® Hal ini juga dikuatkan dalam Universal Islamic
Declaration ofHuman ^ghts pasal4 poin (a) yangmenyebutkan: "Eveiypenon has
the right to be treated in accordance mth the Law, and only in accordance with the Law."

The Cairo Declaration .on Human Rights in Islam, S August 1990" pasal 19 poin (a)
dan (b) menyebutkan: *fa) All individuals are equal before the law, ivithout distinction
between the ruler andthe ruled, (b) The right to resort tojustice isguaranteed to everyone.

Pasal 3 ayat (2) undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusi menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan,
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum
dan perlakuan yang sama di depan hukum." Singkatnya, setiap manusia berhak
asa pelindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa
memandang latarbelakang status sosial dan latar belakang primordialnya.

Putusan MK tersebut, secara mutatis mutandis telah menimbulkan banyak
perubahan hukum, antara lain, yaitu:

a. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah bilogisnya yang semula
hanya bersifat alamiah (sunnatuUah) semata menjadi hubungan hukum
yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.

b. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar

perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah bioldgisnya
dan keluarga ayahnya, sebagaimana hubungan perdata anak dengan

ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya

tidak ada.

c. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang

dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar

^ Deklarasi Universal Asasi Manusia Tahuh 1948 Pasal 6.

38 Pasal 7:

35 The Cairo Declaration onHuman Rights in Islam..., Pasal19 Poin (a) dan ^).
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perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk
bertanggung jawab atas anak biologisiiya.'"

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata
karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada
pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut
sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dati soal prosedur/administrasi
perkawinannya, anak yang dilahirkan hams mendapatkan perlihdungan
hukum."^^

Mengenai hubungan keperdataan yang timbul dati hubungan darah,
meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan
ibunya yang dapat bempa: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3)
•hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang
mempakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka
sama-sama masih hidup; dan (5) hubungan wall nikah antara ayah dengan anak
perempuannya.'*^

D. Pergulatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 dengan Hukum Islam
Semua orang sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-Vin/2010 secara! tegas menegakkan konstitusi dan HAM. Namun
demikian, dilihat dari perspektif ketentuan hukum Islamputusan tersebut
menimbulkan pro-koiitra di kalangan masyarakat. Ada kalangan yang
mendukung, karena berpandangan bahwa putusan tersebut secara tidak
langsung memberikan tanggung jawab.yang besar terhadapo setiap laki-laki yang
telah melakukan hubungan biologis dengan seorang wanita dan melahirkan
anak. Baik hubungan biologis tersebut dalam suatu ikatan perkawinan yang sah
dan dicatatakan dalam lembar negara di hadapan petugas maupun tidak. Bagi
yang kontra, putusan tersebut telah memberikan hubungan keperdataan

^ A Mukti Arto, "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-
IIIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP" ..., hal. 7

Putusan Mahkamah Konstituasihah 35.

A. Mukti Arto, Dlskasi Hukum Pu/usan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46IPUU-
inVl20f0Tanggal27Pebruari2012 TentangPeruhahanPasal43 UUP ...,,haL 6.
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terhadap anak dengan bapaknya, padahal anak tersebut lahir di luar perkawinan
yang sah sangat bertentangan dengan hukum Islam. Secara tidak langsiing
putusan tersebuttelahmelegalkan perzinaan.

Beidkut ini akan dljelaskan mengenai hubungan keperdataan akibat
hubungan darah yang.diberikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Vin/2010.
Sebagaimana telah disinggung di .atas, bahwa hubungan keperdataan yang
timbul akibat hubungan darah adalah:

1. Hubungan Nasab

Hubungan keperdataan yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-V111/2010 tidak termasuk hubungan nasab
sebagaimana nasab hubungan kewarisan dan perwalian sebagaimana yang diatur
dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun Ptusan MKtersebut berkaitan dengan
Hukum Perkawinan secara umum yang berlaku bagi warga negara Indonesia,
akan tetapi bagi yang beragama Islam, maka hubungan nasab seorang anak
dengan ayahnya tetap berdasarkan adanya ikatan pemkawinan yang sah.

Hubungan nasab seorang anak zirm atau anak yanga lahir bukan dari
perkawinan yang sah hanya dinasabkan kepada ibunya, hal ini telah jelas dari
hadis Nabi dan pendapat ulama. Hadis-hadis yang terkait dengan hubungan
nasab anak zina antara lain hadis riwayat Bukhan dan Muslim:

Oi JjlIu lIiILI 4lJl

( '̂ lh ^4^ Ij IJla
4111 jtSJLS (ja lSj-^ Ij Idi

4j^ ^ jIa Ij dll^^ bjj lJI

.la.3 oilJ '-'Ij Ij Ala

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhad, Shohih al-BukhAri, (Distal Libra^,
MaktahahSyamilah al-hbdar al-TsSnt, 2005), VI/2484, haidts nomor 6384; Imam Muslim, Shobib
MmUm, (Distal IJbra^, MaktabahSj^ilah al-Isbdar al-Tsdtii, 2005), H/1080, haidts nomor 1457;
Abu Daud, SunanAbuDaud, (DietedLJbrary, Maktabah Syamilah al-lshddr af-Tsdni, 2005), Vn/32,
haidts nomor 2275; Imam al-Nasa'i, Sunanal-Nasa'ij (DistalLibray, MaktabahSyamilah al-lshddr
al-Tsdnf, 2005), VI/491, haidts nomor 3484; LihatJuga Imam al-Turmudzi, Sufian al-Turmudt:^,
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Dari 'Aisyah ra bahwasanya la berkata: Sa'd ibn Abi'Waqqash dan Abd ibn
Zam'ah berebut tethadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahd Rasulallah, flnak
ini adalah anak saudara saya TJtbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya
bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga
berkata: "Anak ini saudaraku wahai RasuluUah, la terlahir dari pemilik l^sur
(firasy) ayahku dari ibunya. Lantas RasuluUah saw melihat rupa anak tersebut dan
beUau meUhat keserupaan yang jelas dengan Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak
ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilikkasur/suami
dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu,
dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak
pemah melihat Saudah sama sekaU.

Hadis lain yang berkaitan dengan masalah ini adalah hadis riwayat Abu
Daudyang menetangkan bahwa anak hazil zina dinasabkan kepada ibunya

.1^1^ --dj (J jei-itij 4ill

NabiSAW. bersabda tentang anakhasU zina: "Bagi keluargaibunya ..."

Menurut Imam Syafi'i, anak zina tidak disabkan kepada bapaknya, akan
tetapi kepada ibunya. Imam Syafi'i menjelaskan:

(jf bnff-tj Q, (j| IjjJuio ujSj ^ 1^1 jJj sdJI
. tl4 ^ 4J.cLL O^Su Lul

Sejalan dengan Imam Syafi'i, ImamNawawi jugamenjelaskan:

^ CxjIj Jicj 4jt\ fyi i_ji.«LiJI CxjLj 2jL£, |̂ jJj byJI jJj

(Distal Library, Maktabah Syamilah al-lshdar al-Tsdni, 2005), IV/497, haidts nomor 1190; Ibnu
Majah, Sman Ibni Mrgah, (Digtal Library, Maktabah Syamilah al-lshddr al-Tsdni, 2005), VI/243,
haidts nomor 2084. " ' '

^ Abu Daud, Sunan Abu Daud, (DistalLibray, Maktabah Syamilah al-lshddr al-Tsdni, 2005)
VII/21, haidts nomor 2268. *

•*5 Imam al-Syafi'i, Ahkam AI-Qiiran, (Distal Library, Maktabah Sydmilah al-lshddr al-Tsdni,
2005), I/haL 322.

^ Imam al-Nawawi, AI-Mrymu', (Digtal Ubrary, Maktabah Sydmilah al-lshddr al-Tsdni, 2005)
XVI/haL 105. ^
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Berdasarkan penjelasandi atas, dapat dimengerti dan dipahami bahwa pada
dasamya tidak ada perbedaan apalagi pertentangan antara putusan MK Nomor
46/PUU-VIII/2010 dengan hukum Islam. Putusan MK tersebut meskipun
memberikan jaminan adanya hubungan perdata seorang anak yang lahk di luar
perkawinan yang sah dengan ibu dan ayah biologisnya, namun tidak

memberikan hubungan nasab antara anak dengan ayahnya tersebut. Hal ini blsa

dipahami, karena perzinaan tidak menimbulkan hubungan nasab. Para htiWim
MK, terutama Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam berbagai forum dan

pertemuan selalu menjelaskan bahwa hubungan perdata berbeda dengan

hubungan nasab."*^ Mahfud menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah
diakuinya memang tidak memiliki nasab, akan tetapi anak tersebut punya hak

keperdataan.

2. Hubungan Mahram

Berdasarkan penjelasan pada poin a di atas, bahwa anak yang lahir dari

hubungan di luar perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai hubungan nasab
dengan ayahnya, maka secara otomatis, anak tersebut juga tidak mempunyai

hubungan maharam dengan ayahnya tersebut. Hubungan mahram antara anak

dan ayahnya hanya akan timbul dengan ada ikatan nasab dari perkawinan yang
sah sebagaimanatelah dijelaskandi atas.

3. Hak Mendapatkan Nafkah

Hak nafk^ atau biaya hidup anak yang lahir di luar perkawinan
sebagaimana tercantum dalam hubungan keperdataan berdasarkanputusan MK
Nomor 46/PUU-VjUUI/2010 tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana
konsephukum Islam. Nafkah untuk anakdi luar nikahadalah bentuk kewajiban

Pada saatmengisi kuliah umum di Sekolah Tin^ Agama IslamNegeri (STAIN) Jurai
Siwo Metro pada tanggal 30 Maret 2012 menjelaskan bahwa hubungan perdata yang dimaksud
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berbeda dengan hubungan nasab.
Mahfud menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud MK tidak lantas tnenyebabkan
anak yang lahir dari perzinaan menjadi anak yang punya hubungan nasab dengan bapak
biiologisn)^. Saat membuka pengajian Konstitusi di pondok pesantren Tebuireng Jombang,
Sabtu 7 April 2012, Mahfud MD juga mengatakan bahwa berbeda antara hubungan nasab
dpngan hubungan keperdataan, Hubungan perdata artinya anak memiliki hak kepada.orang
tuanya. Anak yang labir di luar nik^h diakuinya memang ddakmemiliki nasab, akan tetapi anak
tersebut punya hak keperdataan.

I
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•

lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah
uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai
dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan
nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya.'̂
Anak yang lahir bukan dari sebuah perkawinan yang sah tidak berhak ^k^in
nafkah dari ayah biologisnya. Namun demikian, sang ibu dan anak berhak
menuntut kepada ayah biologisnya tersebut untuk memberikan biaya hidup
kepada sang anak sampai ia dewasa. Biaya hidup sebagai konsekuensi adanya
perlindungan dan jaminan hak untuk mendapatkan perlindungan d{>n
kehidupan yang layak bagi istri dan setiap anak yang lahir ke muka bumi.

4. Hubungan Waris

Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari ayahnya adalah anak yang
memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena ituyang dimaksud anak
dalam hubungan kewarisan adalah anak yang ditunjuk dal^m Pasal 42 UU
Nomor 1 Tahun 1974 {Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibatperkandnanyang sah)^ termasuk di dalamnya anak yang lahir dalam
ikatan perkawinan yang sah dan keabsahannya di akiii oleh hukum karena
dilakukan sesuai prosudur hukum, maupun dalam ikatan perkawinan yang sah
tapi keabsahannya tidak diakui oleh hukum karena perkawinannya tidak
memenuhi prosudur hukum, sepanjang keberadaannya tidak ada pihi^k lain yang
keberatan.^^

Hukum Islam mengatur mengenai kewarisan, bahwa kewarisan salah
satunya disebabkan karena adanya hubungan nasab. Berdasarkan penjelasan di
atas, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan
nasab dengan ayah biologisnya, oleh karena itu dia tidak mendapatkan waris,
Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi:

« Penjelasan Hakim MK, Aldl Mochtar dalam diskusi dengan tema "Implementasi
Ketentuan Anak Luar Kawin dalam UU Perkawinan Pasca Putusan MK" yang diselen^arakan
oleh Hukumonline diJakarta pada tanggal 29Maret 2012.

Syamsul Anwar dan Isak Munawar, 'Nasab Anak di Luar Perkawinan Paska Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Vni/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 menurut Teoti
Fikih dan Perundang-Undangan ..." hal.3.
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sJi^ tlw 3j^ Ci^ j-ftli (Jij Uif (Jli '|o^j (jUo

^ Vl^ jJj jJjjli jt §5^

"Daii 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasuluUah saw
bersabda; Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak,
maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewadsi dan tidak mewariskan"

Berkaitan denganini al-Jashshash mengemukakan:

^ LijI ^ lijJl (3-a ^

^Jjd ^ 1^1 L)^ *4^\ja Qa <jlj ^ <lLo • > '"'J!*.' 4a5^

(jj»Taj (j*d Cij^u i2UJLj I•if 1»g ^ 4lLa '"'j

.\ljSh L>^ 4lu4dJl ^jLa

Senada dengan pendapat al-Jashshash tersebut, Imam Ibn 'Abidin

mengatakan;

.L^J cji ^ 4jl Ĥ blljajJ ^ t->5g 4^^ (jIjlLIIJ t^l

"Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak wads dari pihak ibu saja,
sebagaimana telah kami jelaskandi bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena
anak hasil zina tidaklah memiliki bapak."

Menurut Akil putusan MK tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai
pembenaran terhadap hubungan diluar nikah dan tidak bertentangan dengan

Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.^^ Adapun yang berkaitan dengan

^ Sulaiman bin al-As/ats bin Sj^ddad bin al-'Amral-Azdi Abu Daud, Sman Abi Daud,
(DifftalUbra^, Maktabah Syamilah al-hhddr al-Tsdni, 2005), Vin/223, hadits nomor 2259.

Abu Bakar al-Razi al-jashshash, Ahkam al-Quran, (Distal Ubrary, Maktabah Sydmlah al-
Jshddral-Ts&m, 2005), VH/hal. 425.

52 Imam Ibn 'Abidin, "Radd al-Muhtar 'aJa al-Durr al-Mukhtar, {Distal Library, Maktabah
Sydmlah al-lshdar al-Tsam, 2005), XXrX/480. ^

55 Pasal 1: "Perka\dnan ialaH itcatan laViir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagM suami isteridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat (1): "Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menuTut hukum masing-masing agamanya dan kepercaj^aannya itu." Ayat (2) "Tiap-
tiapperkawinan dicatat menurutperaturan perundang- undangan yangbetlaku."
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kewarisan, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk

konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiat
wajibah. '̂̂ Pada dasamya, secara nonnatif, sebagaimana disebutkan dalam surat
al-Baqarah ayat 180,^^ berhak akan wasiat wajibah adalah kedua'orang tua
yang tidak mendapatkanwans. Hanya saja, konsep wasiat wajibah'ini ditafsirkan
secara luas sebagai celah untuk memberikan harta warisan kepada mereka yang

terhalang karena berbagai alasan, seperti perbedaan agama dalam keluarga.^^
Putusan MK Nomor 46/PUU-V1U./2010 yang memberikan hubungan

keperdataan kepada anak lahir di luar nikah dengan anak biologisnya, termasuk
hak waris, akan tetapi waris diartikan berbeda dengan aturan dalam hukum
Islam sangatlah tepat Penjelasan bahwa warisan yang diberikan kepada an^
tersebut dilakukan dengan cara wasiat wajibah^^ merupakan suatu upaya untuk
menghindari adanya pertentangan antara putusan tersebut dengan hukum
Islam, karena menumt hukum Islam kewarisan muncul karena adanya ikatan
naab atau adanya perkawinan. Wasiat wajibah adalah suatu tindakan
pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta

^ Penjelasan Hakim MK, Akli Mochtar Halam diskusi dengan tema"Implementasi
Ketentu^ Anak Luar Kawin dalam UU Peikawinan Pasca Putusan MK", yang diselenggarakan
oleh Hukumonline di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012.

55 'T)iwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut,
jikaia menin^alkan harta yangbanyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karih kerabatnya secara
ma'ruf (Ini adalah) kewajiban atas orang-orangyangbertakwa,"

55 Lebih lanjut baca Suparman Usman dan Ytisusf Somawinata, Fiqih Mawaris: Hukum
Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 163-188. Menumt sementara
pediatianIslamterhadap pembagian harta pusakaadalah melalui wasiatsebagaimana termaktub
dalam surat al-Baqarah ayat 240. Makanya wajar apabila ada kalangan nlama yang berpandangan
bahwa ayat-ayat waris telah mcnasakh atau menganulir ayat-ayat wasiat. (Coulson, sebagaimana
dikutip oleh Asep Sug^, Wasiat untuk Ahli Waris: Kritik Ekstem dan Intern Otendsitas Hadis-
Hadis Larangan Wasiat untukAhli Waris dalam jumal ALrJAMI'AH, (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga), Volume. 42, Nomor 2 tahun 2004, hal. 438-439.

57 Istdlah wasiat wajibah sebenamya penemuan bam abad ke-20, sebelumnya tidak
dikenal dalam fikih. Bahkan, mengkaitkan istilah wasiat wajib^ dengan anqk atau orang tua
angkat memang betul-betul penemuan hukum Indonesia. Istilah wasiat wajibah pertama kali
diperkenalkan oleh ulama Mesir melalui hukum waris pada tahun 1946. Pada wakm itu, seorang
anak yang lebih dahulu meninggal dunia, dan menin^alkan anak, maka si cucu itu
menggantikan anaknya dalam mewarisi harta kekayaan kakeknya atau neneknya dengan cara
memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dart 1/3 harta. Lihat M. Atho Mudaar, Membaca
Gelombangljtihad:Antara Tradisidan Uberasi, (Yogyakarta: Titian TIabt Press, 2000), hal. 163-164.



188 Millah VoL XII NoJ, Agustus2012

seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak, melakukan-wasiat secara
suka rela agar diambil hak atau benda peningalannya untuk diberikan kepada
orang tertentu dandalam keadaan tertentu pula.^®

5. Perwalian

.Mengenai perwalian^^ dalam pemikahan, Putusan MK tersebut tidak
mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yangmenyakan: "Anakjang sah adalah anak

yang ^lahirkan dalam atau sebagai akibatperkamnan yang sah". Dengan demikian
maka, ayah biologis tidak serta merta dapat bertindak sebagai wall nikah bagi
anakperempuannya karena untuk menjadi wali nikahdisyaratkan adanya kgatitas
hukufn. Hubungan wali nikah merupakan hubungan resmi yang memetiukan
legalitas hukum. Namun demikian apabila adanya hubungan nasab telah dapat
dibuktikan melalui putusan pengadilan dan telah mempunyai akta kelahiran,
maka ayahnya dapatbertindak sebagai, wali nikah bagi anak perempuannya yang
lahir diluar perkawinan.®''

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa
sebenamya tidak ada pertentangan antara putusan Mahkamah Kosntitusi No.
46/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan dalam hukum Islam. Karena Putusan
MK tersebut bersifat umum dan ada berbagai pengecualian dengan ketentuan
yang ada dalam hukum agama j^g diakui di Indonesia. Agar tidak
menimbulkan pertentangan, pelaksanaan terhadap putusan tersebut Karus
men^junakan sudut pandang yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku dalam hukum Islam, seperti pemberian nafkah dan hak waris
sebagaimana telah dijelaskandi atas.

^ Ahmad Rofiq, Hukum Islam dt Indonesia, (fakatta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),
hal. 184.

Wali secara etimologi adalah pelindiing, penguasa, atau penolong. Am umum perwdian
adalah sesuato yang berhubungan dengan wali.Wali pada waktu menikah mempunyai beberapa
arti, diantaranya adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah Abd. Rahman
GhaziiXY,Fl^ihMunakabat, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 111.

A. Mukti Arto, "Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-
IIIV/2010 Tan^al 27 Pebruati 2012TentangPerubahan Pasal 43 UUP ...", hal. 7-8.
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E. Penutup

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-V111/2010 pada dasamya penegasan
terhadap jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seriap
warga negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dasar Republik
Indonesia tahun 1945. Putusan tersebut mebenkan jaminan dan perlindungan
terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal hak untuk melanjutkan keturunan
melalui sebuah perkawinan yang sah, jaminan dan perlindungan terhadap
kelangsungan hidup setiap anak yang lahir serta jaminan Han perlindungan
hukum kepada setiap anak yang lahir, baik lahir dad sebuah perkawinan yang
sah maupun tidak. Den^n adanya putusan tersebut, maka seorang laki-laki
yang menggauli seorang wamta dan menyebabkan kehamilan dan melahirkan
seorang anak berkewajiban memberikan biaya hidup, perlindungan dan
terhadap wamta tersebut dan akan yang dilahirkannya, meskipun mereka tidak
terikat dalam sebuah tali perkawinan yang sah.

Wanita tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan lelaki yang
mengjiamilmya. Demikian juga, anak yang labir Han hubungan di luar
perkawinan tersebut juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu Han
ayah biologisnya. Hubungan keperdataan tersebut adalah hubungan nasab,
hubungan mahram; hubungan hak dan kewajiban, hubungan pewadsan (saling
mewadsi) dan hubungan perwalian. Penetapan hubungan keperdataan ini tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena ada pengecualian-
pengecualian dan konsep pembedan hak yang berbeda dengan konsep nafkah
dan wads dalam ketentuan hukum Islam. Pengecualian tersebut adalah tentang
hubungan nasab, mahram dan perwalian. Sementara pembedan nafkah dan
warisan menggunakan konsep berbeda dengan hukum Islam, yaitu dengan
membebankan biaya hidup kepada ayah biologis sampai anak dewasa, dan hak
wads dibedkan dengan cara wasiat wajibah.
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